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NasDem Tolak Perppu Percepatan Pilkada

PEMERINTAH bherencansa
menerhitkan Peraturan Pe-
merintah Pengganti Undang-
Unelamg (Perppse) unoek mem-
percepat pelaksanaan Permi-
lihen Kepala Daerah (Pilkada)
224, Pelaksanaan pllkada
seharmsnya Novemher 2024,
tetapi akan dipercepat men-
jodi Seplember 2024,

Fraksi Partai NasDem me
nolak keras wacana mem-
percepat jadwal dan tahapan
Pilkarda 2024 dengan melaku-
kan revizl Undang-Undang
Pilkada ataupun Perppu Pilka-
da. “Fraksi Kashem menalak
perppu perceparan Pilkada
2024”7 tegas anggora Traksi
MNasDem Mubammod Forhan
dalam keterangan erruliznga,

ke marin.

hienurut Farhan, hingga saat
imi tidak ada faktor pentng
dan alasan yang mendesak
untak mempercepat pelaksa-
naan Filkada 2024, Yang ada,
keinginan pemerintah wunik
mempercepat jadwal Pilkada
2024 terlibat terbur-bur dan
tdak ada transparansi.

"Pergeseran dari November
menjadi September menim-
bulkan tanda tanya. Kenapa
mesti Sepremher? Jangan-
jangen ada Agenda fertentu
vang diincar pihak-pihak
vang inghn mengamankan
hazil pilkada sehelum rakyat
memilih,” ungkap Farhan.

Tak hamya itu, percepatan
jadwal phllkada akan menim

hulkan adanya pergescran
pengambilan sumpah anggota
DPRD terpilih di Februari
yang seharuanya AgusTis,
digeser ke Novemhersehingga
akan terjadi kebosongan funp-
=1 DPRD kota, kabupaten, dan
provinsi selurnh Indonesia
selama empal bulan.

Sclama empat bulan ini,
kata Farhan, menoral revisi
Undang-Undang Pilkada ter-
sebut, untuk tingkat provinsi.
fungsi DPRD akan dismhbil alik
menteri dan fungsi DPFRD koda
dan kabupaten akan diambil
allh Pj gubernr.

Akibatnya, praktik tata ne
gara dalam kerangka otonomi
darerah im ddak ada lagl yvang
namanya feos polities Karena

fungsi legislonf diambil alik
ekzekutif. “Ini masalah besar
sebetulnya, maka,harus dibi-
carakan anrara pemerintah,
penyvelenggara pemiln. an
Komisi IT.~

Seperti dikerahual, Presiden
Joke Widndo (Jnlonwi) sensjuo
untuk mempercepal pelaksa
naan Pilkada 2024, Pemerin
tah tengah menyusun pavung
hukum dalam percepatan
pilkada.

Menteri Dalam Megeri
(Mendagri) Tito Karnavian da-
lam rapat kerja Komisi IT DFR
RI1, Kahu (2009, mengatakan
Tencana percepatan Pilkarda
2424 ini akan diwujndkan
pemerintah dengan men e b
kan Perppu Pilkada. (Fah/P-2)



